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Abstract
 The study aims to know the legal protection to the Notary in the case of eximination by infestigators after the 
enactement of law No.2 Year 2014 concerning Notary and to Know the consistency of article 66 of the law 
No.2 of 2014 concerning Notary after the decision of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012 for 
the Regional Supervisory Council of Notary in term of legislation.To achieve the objectives of legal research 
used juridical normative literature. Source of data used is primary data sources in the form of legislation and 
the results of research and discussion concluded that legal protection Regional Supervisory Council of Notary 
of the Notary after the decision of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012 is not there anymore.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal pemeriksaan oleh 
penyidik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan untuk 
mengetahui konsistensi pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris ditinjau dari peraturan 
perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan dipergunakan penelitian hukum Yuridis Normatif.Sumber data 
yang dipergunakan adalah sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan serta sumber bahan 
sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah 
Analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum Majelis 
Pengawas Daerah Notaris terhadap Pejabat Notaris setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-
X/2012adalah tidak ada lagi.
Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah, perlindungan hukum
A. Pendahuluan
Setiap manusia mempunyai kepentingan 
sekaligus sebagai penyandang kepentingan, 
kepentingan itu sendiri adalah suatu tuntutan 
perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk 
dapat dipenuhi. Dalam upaya untuk memenuhi 
kepentingannya manusia dihadapkan berbagai hal 
yang berbenturan, agar tidak saling berbenturan 
antara kepentingan satu dengan yang lainnya maka 
dibentuklah aturan hukum yang dapat membatasi 
kebebasan tingkah laku masyarakat. Ketentuan-
ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan 
hidup atas kesadarannya itu disebut Hukum.
Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul 
berdasarkan kesadaran manusia itu sendiri sebagai 
gejala sosial yang merupakan hasil dan pengukuran 
baik tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan 
hidupnya (R. Abdoel Djamali, 1993: 2). Hukum 
berfungsi sebagai sarana pengayom dan pembaharuan 
masyarakat, sehingga hukum perlu untuk dibangun 
secara terencana agar supaya dapat berjalan serasi, 
seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan 
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hukum mencerminkan keadilan , kemanfaatan sosial 
dan kepastian hukum (R.Soegondo Notodisoerjo, 
1993 : 1)
Indonesia sebagai Negara Hukum tertuang 
didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), sebagai 
Negara Hukum maka setiap warga negara berhak 
untuk mendapatkan perlindungan hukum serta 
sam dimata hukum tanpa membeda-bedakan 
jenis ras, agama, dan golongan ataupun jabatan.
KonstitusiUndang-Undang Dasar Republik Indonesia 
1945 Pasal 28 D ayat (1) dikatakan bahwa setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama dihadapan hukum.
Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan 
perlindungan hukum maka dibutuhkan suatu 
alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang 
diselenggarakan melalui jabatan tertentu yaitu 
Notaris. Notaris sebagai pejabat umum, merupakan 
salah satu organ Negara yang dilengkapi dengan 
kewenangan hukum memberikan pelayanan umum 
kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan 
akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna 
berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang 
keperdataan ( N.G. Yudara, 2006 : 72 ). Sebagai 
pejabat umum Notaris wajib untuk memahami dan 
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, hal ini  merupakan sesuatu 
yang mutlak mengingat jabatan Notaris merupakan 
jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum, 
selain itu Notaris harus senantiasa berlaku dan 
bertindak sesuai dengan Kode Etik Profesi Notaris 
(Sulistiyono, 2014).
Selaras dengan kemajuan pembangunan 
Nasional sekarang ini fungsi dan peranan Notaris 
semakin kompleks, luas dan berkembang, hal 
ini karena adanya produk-produk  hukum yang 
dihasilkan Notaris makin dirasakan oleh masyarakat, 
sehingga masyarakat dan pemerintah menaruh 
harapan besar agar Notaris benar-benar dapat 
diandalkan dalam peningkatan hukum Nasional, 
oleh karena itu Notaris harus bisa memberikan 
pelayanan jasa hukum pada masyarakat yang baik 
dan profesional.
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang 
nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 
perlindungan hukum bagi Notaris adalah berdasarkan 
Undang-Undang  Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 
2004, yaitu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah 
Notaris, yang mempunyai tugas untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasaan terhadap Notaris, yang 
meliputi pemberian atau penolakan permohonan 
ijin untuk melakukan pemanggilan terhadap pejabat 
Notaris yang dilakukan oleh penyidik, jaksa, 
penuntut umum, ataupun hakim. 
Setelah terjadinya kasus Kant Kamal yang 
menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena merasa 
dirugikan hak konstitusinya, dimana Kant Kamal 
melaporkan mengenai adanya pemalsuan akta otentik 
miliknya oleh Notaris. Dalam kasus ini Kant Kamal 
bermasalah dengan  rekan bisnisnya mengenai 
perjanjian pembuatan akta otentik,  dalam kasus ini 
ditemukan adanya dugaan keterangan palsu yang 
dimasukkan dalam akta otentik yang dibuat bersama 
rekan bisnis tersebut dihadapan Notaris Syane 
Runtulalo, S.H.
Setelah kasus ini dilaporkan ke kepolisian untuk 
selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan 
saksi-saksi secara lengkap, tinggal menunggu 
keterangaan dari Notaris yang membuat akta tersebut 
ternyata mengalami jalan buntu,  dalam kasus ini 
Kant Kamal merasa ada hak istimewa Notaris karena 
polisi tidak dapat melanjutkan perkaranya disebabkan 
rekomendasi ijin untuk memeriksa Notaris tidak 
pernah dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah 
Notaris. Sehingga terjadi persepsi bahwa Notaris itu 
kebal hukum dan kedudukan Notaris dimata hukum 
adalah berbeda dibandingkan Warga Negara lain, 
tanpa adanya Yudicial review yang dilakukan oleh 
Kant Kamal maka pemeriksaan terhadap Notaris 
dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik akan terganjal. Dalam Kasus ini Yudicial 
Review yang diajukan oleh Kant Kamal diterima 
oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia  Nomor 49/PUU-X/2012 perkara pengujian 
Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 
2004, terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengabulkan 
seluruh permohonan Kant Kamal yaitu  pembatalan 
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris 
Nomor 30 Tahun 2004, dalam persidangan Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa frasa “ dengan 
persetujuan Majelis Pengawas Daerah’’ bertentangan 
dengan prinsip equal protection yang dijamin oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) 
yaitu persamaan kesederajatan dihadapan hukum dan 
pemerintahan, serta menyatakan bahwa frasa tersebut 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Walaupun Mahkamah Konstitusi mengamputasi 
kesaktian Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam 
melindungi Notaris dari oknum penegak hukum yang 
tidak mengerti seluk beluk hukum kenotariatan, kita 
tetap tetap harus menghormati keputusan Mahkamah 
Konstitusi yang Final dan Binding   ( in kracht van 
gewijsde)( Zul Fadli, 2013).
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
Notaris sebagai pejabat Umum maka sejak tanggal 
15 Januari 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris 
Nomor 30 Tahun 2014 dirubah menjadi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris 
adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, 
ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan 
keadilan dan kebenaran melalui akta yang dibuat oleh 
Notaris. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) telah 
terjadi perubahan kewenangan pembinaan terhadap 
Notaris yang berbunyi bahwa untuk kepentingan 
proses peradilan maka penyidik, penuntut umum 
ataupun hakim adalah dengan persetujuan Majelis 
Kehormatan Notaris. Sedangkan diantara Pasal 66 
dan pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
Tentang jabatan Notaris telah disisipkan Pasal 66A 
yang berbunyi :
(1)  Dalam melaksanakan pembinaan ini menteri 
membentuk Majelis Kehormatan Notaris
(2)  Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) 
orang yang terdiri dari unsur:
a. Notaris sebanyak 3 (tiga )orang
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang
c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan 
fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, 
dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris 
diatur dengan Peraturan Menteri.
Kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah 
Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap 
Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Bab VIII Pasal 
67.Dalam Bab ini dijelaskan bahwa pengawasan 
Notaris dilakukan dibawah kekuasaan Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan 
oleh 3 (tiga) Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis 
Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan 
Majelis Pengawas Daerah. Dalam pelaksanaanya 
Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) 
yang terdiri atas unsur:
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
b. Organsasi Notaris sebanyak 3 (tiga ) orang
c. Ahli atau akademis sebanyak 3 (tiga ) orang
Dengan dialihkannya peran Majelis Pengawas 
Daerah Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris 
maka peran Majelis Pengawas Daerah Notaris 
menjadi berkurang dan kehilangan kewenangan 
khususnya karena hanya sebagai pengawas dari 
Notaris saja.
Berdasarkan uraian diatas penulis hendak 
mengkaji lebih lanjut tentang Fungsi Dan Kedudukan 
Majelis Pengawas Daerah Notaris Setelah Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Jabatan Notaris.
B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu 
penelitian yang dilakukan berdasarkan norma 
dan kaidah yang ada pada peraturan perundang-
undangan,yaitu dilakukan dengan cara menelaah 
peraturan perundang-undangan. Penelitian (research)
berarti pencarian kembali, terhadap pengetahuan 
yang benar atau ilmiah karena hasil pencarian ini 
dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu dan 
bersifat edukatif agar melatih kita untuk selalu sadar 
bahwa didunia ini banyak yang bukan kebenaran 
mutlak, maka perlu diuji kembali ( Amiruddin dan 
H.Zainal  Asikin, 2004 : 19 ).Dalam penelitian hukum 
penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan 
bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca 
dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 
sumber bahan hukum primer yang bersifat mengikat 
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 
mempunyai relevansi dengan judul, catatan-catatan 
resmi atau risalah dan putusan hakim.Sumberbahan 
hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang 
memberikan penjelasan tentang bahan hukum 
primer yang membantu dan sebagai pendukung 
dalam penelitian ini yaitu meliputi penjelasan dari 
tiap peraturan perundang-undangan, buku-buku 
peraturan pelaksana Undang-Undang Jabatan 
Notaris, buku-buku yang berkaitan dengan Notaris, 
penulisan karya ilmiah, jurnal hukum serta sumber 
data lain yang mendukung penelitian ini. Sumber 
bahan tertier merupakan bahan hukum pelengkap 
yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus-
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kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, 
bahan kamus hukum, artikel media cetak, maupun 
elektronik tentang kasus yang menyangkut tentang 
Majelis Pengawas Daerah Notaris.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Perlindungan Hukum dari Majelis Pengawas 
Daerah Notaris dalam hal Pemeriksaan 
oleh Penyidik Setelah Berlakunya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Notaris.
Negara wajib memberikan perlindungan 
hukum bagi Warga Negaranya hal ini sesuai 
dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berbunyi’’ Indonesia adalah Negara Hukum’’. 
Perlindungan Hukum pada dasarnya ada pada 
suatu Negara hal ini karena didalam Negara 
itu ada hubungan antara Negara dengan warga 
Negaranya, perlindungan hukum yang diberikan 
suatu Negara selain menjadi hak Warga Negara 
juga menjadi kewajiban Warga Negara, tidak 
terkecuali bagi Notaris.
Notaris sebagai pejabat umum yang 
menjalankan profesi memberikan jasa hukum 
kepada masyarakat perlu untuk mendapatkan 
perlindungan dan jaminan demi tercapainya 
kepastian hukum. Jabatan Notaris merupakan 
jabatan pengabdian pada negara dan masyarakat, 
maka aspek pengawasan terhadap Notaris 
merupakan salah satu aspek bentuk perlindungan 
hukum bagi Notaris. Sebagai manusia  dalam 
menjalankan tugas dan jabatannya Notaris dapat 
juga melakukan kesalahan yang menyangkut 
profesionalisme tugas dan jabatannya, maka 
dari itu dalam membuat akta otentik Notaris 
harus memperhatikan syarat-syarat ketentuan 
suatu akta otentik, selain berpijak pada peraturan 
perundang-undangan juga pada Kode Etik 
Notaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1868 menyebutkan bahwa akta otentik 
merupakan akta yang dibuat dalam bentuk 
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 
dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum 
dimana akta tersebut dibuat. Sebagai akta 
otentik, akta tersebut mempunyai 3 fungsi 
terhadap para pihak yaitu:
a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang 
bersangkutan telah mengadakan perjanjian 
tersebut.
b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa 
yang tertulis dalam perjanjian adalah 
menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
c. Sebagai bukti bagi pihak ketiga bahwa 
pada tanggal tertentu kecuali ditentukan 
sebaliknya para pihak telah mengadakan 
perjanjian dan isi perjanjian telah sesuai 
dengan kehendak para pihak.
Sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
perlindungan hukum terhadap Notaris diatur 
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 
30 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa untuk 
proses peradilan, maka penyidik, penuntut 
umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis 
Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk 
mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau 
surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta 
atau protokol Notaris dengan persetujuan 
Majelis Pengawas Daerah Notaris.
Dalam Pasal 66 ayat (1)  Undang-Undang 
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 
dikatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah 
Notaris mempunyai kewenangan memberikan 
atau menolak permintaan persetujuan dari 
penyidik yang hendak memanggil Notaris guna 
kepentingan pemeriksaan terkait akta yang 
dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Pada saat 
berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris 
Nomor 30 Tahun 2004 Perlindungan hukum 
terhadap Notaris mutlak hanya dimiliki oleh 
Majelis Pengawas Daerah Notaris. Namun 
dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 
pada tanggal 23 Maret 2013, yang telah 
mengabulkan Uji Materiil ( Judicial review) 
terhadap pasal Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang 
diajukan Kant Kamal, maka berakibat hilanglah 
kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris. 
Amar putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 
49/PUU-X/2012 menyatakan bahwa: 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 
seluruhnya:
1.1 Menyatakan Frasa”dengan persetujuan 
Majelis Pengawas Daerah” dalam 
Pasal 66  ayat (1) Undang-Undang 
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 
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bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945
1.2    Menyatakan Frasa”dengan Persetujuan 
Majelis Pengawas Daerah” dalam 
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
tetap
2.  Memerintahkan pemuatan putusan ini 
dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya.
Yang menjadi dasar pertimbangan Hukum 
bagi Mahkamah Konstitusi adalah adanya 
persamaan kedudukan didalam hukum, sehingga 
ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 “ Dengan 
persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris” 
bertentangan dengan:
a.  Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
berbunyi “segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan dengan tidak ada 
kecualinya”.
b.  Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
berbunyi”Setiap Warga Negara berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum”, 
sehingga  tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.
Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa “persetujuan “Majelis 
Pengawas Daerah Notaris bertentangan 
dengan prinsip independensi proses peradilan 
dan bertentangan dengan kewajiban Notaris 
sebagai Warga Negara sehingga akan terhindar 
dari proses peradilan yang berlarut-larut 
yang mengakibatkan berlarutnya penegakan 
keadilan. Maka setelah adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 
mengakibatkan Majelis Pengawas Daerah 
Notaris kehilangan kewenangan khusunya, dan 
hanya memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengawasan saja kepada, sehingga dalam 
proses peradilan baik kepolisian, penuntut 
umum maupun hakim tidak perlu mendapat 
persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah 
Notaris apabila memanggil ataupun memeriksa 
Notaris. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 49/PUU-X/2012 sempat terjadi 
kekosongan lembaga perlindungan hukum 
bagi Notaris,sehingga penyidik dapat langsung 
mengambil fotokopi minuta akta atau protokol 
Notaris yang dalam penyimpanan Notaris serta 
memanggil Notaris untuk hadir dalam proses 
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang 
dibuatnya tanpa persetujuan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris.
Pada tanggal 17 Desember 2013 terbentuklah 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Notaris yang merupakan perubahan 
dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 
30 Tahun 2004. Didalam Undang-Undang 
tersebut terdapat lembaga baru bernama Majelis 
Kehormatan Notaris .Didalam Pasal 66 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Notaris dikatakan bahwa:
1. Untuk kepentingan proses peradilan, 
penyidik , penuntut umum atau hakim 
dengan persetujuan Majelis Kehormatan 
Notaris berwenang :
a. Mengambil fotokopi Minuta Akta 
dan /surat-surat yang dilekatkan pada 
minuta akta atau protokol Notaris 
dalam penyimpanan Notaris
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam 
pemeriksaan yang berkaitan dengan 
akta atau protokol Notaris yang berada 
dalam penyimpanan Notaris.
2.  Pengambilan footokopi Minuta Akta 
atau surat-surat sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (1)  huruf a, dibuat berita acar 
penyerahan.
3.   Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu 
30 hari kerja terhitung sejak diterimanya 
surat  permintaan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan 
jawaban menerima atau menolak permintaan 
persetujuan.
4.  Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris 
tidak memberikan jawaban dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap 
menerima permintaan persetujuan.
Peran dan kewenangan khusus yang 
dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris 
yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1)Undang-
Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 
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2004 telah dihapus oleh putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/
PUU-X/2012. Hilangnya kewenangan Khusus 
Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap 
pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan 
Notaris tersebut bukan berarti bahwa keberadaan 
Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut 
hilang dalam organisasi Notaris, eksistensi 
keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris 
masih ada dan tidak dihapus. Dalam Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 yaitu mengenai 
fungsi, kewenangan dan kewajiban Majelis 
Pengawas Daerah Notaris disebutkan dalam 
Pasal 67 bahwa keberadaan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris masih ada sebagai lembaga 
pengawas dari Notaris, juga disebutkan dalam 
Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Jabatan 
Notaris Nomor 30 Tahun 2004,  serta Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.
TH 2004 tentang susunan organisasi, tata 
kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis 
Pengawas dan Keputusan Menteri dan Hak 
asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.
PW.07.10.2004 tentang pedoman pelaksanaan 
tugas Majelis Pengawas Notaris, meskipun 
kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris 
dalam Pasal 66 ayat(1) Undang-Undang Jabatan 
Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dihapus.
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah 
Notaris untuk melakukan pembinaan terhadap 
Notaris setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 telah menjadi  kewenangan 
Majelis Kehormatan Notaris, maka apabila 
terjadi kasus yang berkaitan dengan pemangilan 
Notaris oleh penyidik maka dapat dipergunakan 
prosedur penanganan yang sama seperti Majelis 
Pengawas Daerah Notaris sambil menunggu 
dibuatnya Peraturan Menteri dan Keputusan 
Menteri mengenai pedoman pelaksanaan tugas 
dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.
Berdasarkan hasil analisis penulis  bahwa 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/
PUU-X/2012 menarik untuk bahan pembelajaran 
bagi para penegak hukum dan posisi Pejabat 
Notaris itu sendiri, penulis lihat bahwa dalam 
mengambil putusan Mahkamah Konstitusi 
itu menilai Notaris dalam kapasitas sebagai 
pribadi yaitu sebagai warga negara bukan 
dalam kapasitas sebagai pejabat umum, hal ini 
menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang 
kurang paham terhadap kedudukan Notaris. 
Menurut Analisis penulis jabatan Notaris itu 
tidak tunduk terhadap EqualityBefore The Law, 
karena pejabat Notaris dalam kapasitas jabatan 
yang ditugaskan oleh Undang-Undang yang 
berkaitan dengan akta yang dibuatnya maka 
pejabat Notaris tidak tunduk terhadap Equality 
Before The Law, namun Notaris yang tidak 
dalam kapasitas sebagai Notaris adalah sama 
dengan orang pada umumnya yang harus tunduk 
pada Equality Before The Law.
Berdasarkan Analisis Penulis bahwa 
perlindungan hukum dari Majelis Pengawas 
Daerah Notaris kepada pejabat Notaris dalam 
hal pemeriksaan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum, atau Hakim serta pemanggilan terhadap 
Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya 
setelah diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris 
sudah tidak ada lagi, hal ini disebabkan karena 
keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
49/PUU-X/2012 telah membatalkan frasa 
“dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah 
Notaris”. Untuk menggantikan kewenangan 
dari Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Jabatan Notaris  Pasal 66 A ayat 
(1) dibentuk Majelis Kehormatan Notaris yang 
mempunyai fungsi dan kedudukan seolah olah 
menggantikan kedudukan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris yaitu berwenang memberikan 
persetujuan dalam hal pengambilan fotokopi 
minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan 
pada minuta akta yang dalam penyimpanan 
Notaris serta memberikan persetujuan boleh 
tidaknya untuk melakukan proses penyidikan 
terhadap Notaris hal ini dapat kita lihat didalam 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XII/2014 disitu dikatakan bahwa seolah-olah 
Pasal 66 ayat (1) , ayat (2), ayat(3) danayat (4) 
khusunya pada ayat (1) hanya diganti dengan 
frasa Majelis Kehormatan Notaris padahal 
sejatinya ketentuan Pasal 66 Undang-Undang 
Jabatan  Notaris nomor 2 Tahun 2014 itu 
telah dilakukan perubahan-perubahan dengan 
dicantumkannya ketentuan ayat 3 dan ayat 4. 
Yang berbunyi :
(3) Majelis Kehormatan Notaris dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak diterimanya surat 
permintaan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan 
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jawaban  menerima atau menolak 
permintaan persetujuan.
(4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris 
tidak memberikan jawaban dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap 
menerima permintaan persetujuan.
Dalam melakukan perubahan Undang-
Undang Jabatan Notaris sebagaimana 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pembentuk 
Undang-Undang sudah memikirkan sedemikian 
rupa agar tidak sama dengan Undang-Undang 
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004
Namun sampai sekarang keberadaan 
Majelis Kehormatan Notaris belum dapat 
terlaksana dengan semestinya karena belum 
ada Peraturan Menteri sekaligus Peraturan 
Pelaksana yang mengaturnya.
2. Konsistensi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasca 
Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 bagi 
Majelis Pengawas Daerah Notaris.
Pengawasan adalah usaha atau kegiatan 
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 
sebenarnya tentang  pelaksanaan tugas atau 
kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau 
tidak (Sujamto, 1987 : 63 ). Sebagai bentuk 
tanggung jawab Notaris kepada masyarakat 
maka perlu adanya suatu pembinaan dan 
pengawasab terhadap Notaris, yang bertujuan 
agar supaya nilai-nilai etika dan hukum yang 
seharusnya dijunjung oleh Notaris dapat berjalan 
sesuai dengan Undang-Undang .Pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris semula diatur 
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 
30 Tahun 2004, namun keberadaan Pasal 66 
banyak terjadi perbedaan pemahaman mengenai 
isi pasal tersebut yang disebabkan oleh adanya 
perbedaan kepentingan dan pemahaman antara 
Notaris dan Penyidik, hal ini disebabkan 
karena keberadaan Majelis Pengawas Daerah 
Notaris justru dianggap memperlambat proses 
penyidikan.
Akan tetapi dengan diterimanya Judicial 
review terhadap Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1)  frasa “dengan 
persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris” 
oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan 
oleh Kant Kamal maka mengakibatkan Pasal 
66 undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 
30 tahun 2004 dihapuskan. Namun setelah 
disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Jabatan Notaris, frasa “ mendapat 
persetujuan “ muncul kembali di Pasal 66 
dengan lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan 
Notaris.
Pada dasarnya rumusan Pasal 66 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah 
mengembalikan perlindungan terhadap Notaris 
berkaitan dengan pengambilan minuta akta 
maupun pemanggilan Notaris pada lembaga 
baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris. 
Menurut analisis penulis bahwa kewenangan 
yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris  dengan 
kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris 
pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 
30 Tahun 2004 adalah tidak sama karena 
didalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Jabatan Notaris terdapat Pasal 66 ayat 
(3) dan ayat (4) yang mengatur batas waktu bagi 
Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan 
jawaban menerima atau menolak permintaan 
persetujuan yaitu diberi batas waktu 30 hari 
dan apabila dalam  jangka waktu 30 hari tidak 
memberi jawaban maka  dianggap menerima 
permintaan persetujuan.hal ini tidak terdapat 
didalam Undang-Undang Jabatan Notaris 
Nomor 30 Tahun 2004.
Penulis menganalisis bahwa didalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Notaris tidak terjadi kesan berlawanan 
dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
49/PUU-X/2012 yang telah membatalkan 
Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 
30 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1). Hal ini 
dapat kita lihat dari pertimbangan dalam 
keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/
PUU-XII/2014 yang menjelaskan bahwa Pasal 
66 ayat (1) Seolah olah hanya mengganti dengan 
frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan 
Notaris”. Padahal Pasal 66 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 dilakukan perubahan-
perubahan yang ada dengan mencantumkan 
ayat (3) dan ayat (4) yang berisi tentang batas 
waktu bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam 
memberikan jawaban menerima atau menolak 
permintaan persetujuan  ,dimana ayat tersebut 
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tidak kita jumpai pada Undang-Undang Jabatan 
Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan 
dapat dikemukakan kesimpulan sebagi berikut, 
bahwa Perlindungan Hukum dari Majelis Pengawas 
Daerah Notaris dalam hal pemeriksaan oleh 
penyidik berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris 
setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ada 
lagi, hal ini terjadi sebagai akibat adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang 
mengabulkan uji  materiil Pasal 66 ayat(1) Undang-
Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang 
membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis 
Pengawas Daerah Notaris”
 Konsistensi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris  Pasca 
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/
PUU-X/2012 adalah ada, karena didalam  Pasal 
66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Notaris tersebut tidak hanya sekedar 
memunculkan Majelis Kehormatan Notaris untuk 
menggantikan kewenangan dari Majelis Pengawas 
Daerah yang telah dibatalkan oleh keputusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, 
karena didalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 itu dilakukan perubahan-perubahan 
dengan mencantumkan ketentuan ayat 3 dan ayat 4.
E. Saran
Setelah dihapusnya Pasal 66 ayat (1) Undang-
Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 
maka Majelis Pengawas Daerah Notaris lebih 
memberdayakan fungsi dan peranannya serta 
berupaya untuk lebih cermat dalam melakukan 
pengawasan terhadap Notaris sehingga peran Majelis 
Pengawas Daerah Notaris akan lebih maksimal.
Ikatan Notaris Indonesia perlu membuat tim 
advokasi untuk memberikan perlindungan hukum 
bagi Notaris yang diduga terlibat suatu tindakan 
pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya
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